PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM

MENURUT HUKUM PIDANA

SKRIPS|

Digjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syar at
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RAHMAT AKBAR AGUSTIAN
NIM. 502018169

FAKULTASHUKUM
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN P AHAN

Judul Skripsi : PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN
HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA

Nama : Rahmat Akbar Agustian

Nim : 502018169

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. ( )

2. Ridwan Hayatuddin, S H., M.H. ( )
Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H ( A )
L]

Anggota : Burhanuddin, S.H., M.H. ( Aé'/ )

( W )

Eni Suarti, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSTFAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
g, 4"\




PERNYATAAN KEASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Akbar Agustian

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 07 Agustus 2000

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Nim : 502018169

Program Studi : llmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM
MENURUT HUKUM PIDANA Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain.
baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya
sebutkan sumbemya.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022

'BOZI0151
Rahmat Akbar Agustian

iii



MOTTO:

“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam
surga) karena kesabaran mereka dan mereka disamput dengan

penghor matan dan ucapan selamat di dalamnya.”

(QS. Al-Furgan 75)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tua ku tercinta, yang
selalu memberikan semangat, do’a,
dan dukungan dalam setiap
perjuanganku

- Saudarali ku tercinta yang selalu
mendukungku, membimbingku
selamaini

- Seluruh keluarga besarku yang ku
sayangi

- Sahabat-sahabat ku

- Almamater K ebanggaanku



ABSTRAK
PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEM| KEPENTINGAN HUKUM

MENURUT HUKUM PIDANA

Rahmat Akbar Agustian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah undang-undang yang asas
hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana harus bersumber pada titik tolak the rule of law.
Dalam penyusunan karya tulis ini tentunya memerlukan teori-teori yang
mendukung atau mempunyai relevans dengan pembahasan permasalahannya.
Untuk mendapatkan data-data tersebut haruslah melakukan penelitian, dan dalam
mengadakan suatu penelitian, maka metode atau teknik mempunyai peranan yang
penting. Karenatanpamenggunakan metode dan teknik suatu penelitian, makaakan
sulit untuk mengharapkan hasil yang baik yang memenuhi persyaratan ilmiah.
Untuk hasil pembahasan yang obyektif dan sekaligus mencari kebenaran hipotesa,
penulis berusaha mengupulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan karya
tulis Suatu dasar tentang peniadaan penuntutan, ialah apabila suatu perbuatan telah
lewat waktu (verjraad) dalam hal lewat waktu ini, penuntut umum tidak dapat lagi
mel akukan penuntutan. Seandainya penuntut umum tetap mengadakan penuntutan,
maka akan ditolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima
Mengacu bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHAP, kepanjangan SKP2 adalah Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan. Pada Pasal 163 bis ayat (2) nya yang
merupakan dasar peniadaan pidana murni berbunyi: “Aturan tersebut tidak berlaku,
jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu,
disebabkan karna kehendaknya sendiri”Jika mengacu pada KUHAP, maka tentang
SP3 ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang bunyi
lengkapnya : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada
penuntu umum, tersangka.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Kepentingan Hukum, Hukum Pidana
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana
adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legdlitas.
Pelaksanaan penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus
bersumber pada titik tolak the rule of law, semua tindakan penegakan hukum

harus!:

1) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;

2) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas
segal agalanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang
takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan
perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti rule
of law dan supremasi hukum, menguji dan meletakan setiap tindakan
penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang
dan rasa keadilan yang hidup ditengahtengah kesadaran masyarakat.
Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,

tidak dapat disebut rule of law, bahkan mungkin merupakan penindasan.

L A.Z. Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Graika, Edisi Pertama, 2017, him. 34



Dengan asas legalitas yang berlandaskan the rule of law dan supremasi hukum
jgaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:
1) Bertindak di luar ketentuan hukum, atau undue to law maupun undue
process.
2) Bertindak sewenang-wenang, atau abuse power.
3) Setiap orang, baik diatersangka atau terdakwamempunyai kedudukan yang
sama dergjat dihadapan hukum, atau equal before of law.
4) Mempunyai kedudukaan “perlindungan” yang sama oleh hukum equal
protection on the law.
5) Mendapat perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, equal justice

under the law.?

Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang
memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (forum prevelegiatum) sehingga
pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
sebagaimana ditentukan Pasal 4 (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan
Penjelasan Umum angka 3 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu untuk menjamin peradilan mengadili dengan tidak
membeda-bedakan orang, maka undang-undang menjamin kepada badan pradilan
agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan
kehakiman dilarang, kecuali dalam hal bagaimana disebut dalam Undang-undang

Dasar 1945 beserta perubahan dan apabila setiap orang dengan sengga

2 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat
Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, 1012. him. 17



melanggarnya, dipidana Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 48 Tahun

2000.

Penuntut umum adal ah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penuntutan dan mel aksanakan putusan dan penetapan pengadilan
Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan
tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1
butir 7 dan Pasal 137. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-
undang No. 8 Tahun 1981) atau kita kenal dengan singkatan (KUHAP). dari kedua
ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberikan gambaran makna dan
ruang lingkup penuntutan. Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan

diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi apayang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137,
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Penuntut Umum
berwewenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan
suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke
pengadilan yang berwenang mengadili.> Dengan demikian tindakan penuntutan
merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidanayakni melanjutkan

penyelesaian tahap pemriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada

3 M. Yahyah Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan
dan Penuntutan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012, him 386



sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkaratindak pidana
yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses
pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih lebih
dahulu mempelgjari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna
atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan

surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan.

Oleh karenaitu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksan pengadilan,
tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan. Akan tetapi
setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil
penyidikan yang sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah
berkas perkaranya itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak
dilimpahkan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jadi apabila penuntut umum telah mempelgjari berkas perkaratersebut tidak
memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil penyidikan
yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia (Pasal 77
Kitab Undang-undang Hukum Pidana), atau hak menuntut telah gugur karna
kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lost by limitation) berdasarkan Pasal 78 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, atau karna bersangkutan tidak dapat
dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bisin idem (Pasal 76
Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dalam hal ini perkaranyatidak perlu
dilimpahkan ke pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan Penghetian

Penuntutan dengan cara Perkara tersebut ditutup Demi Kepentingan Hukum.



Daam ha Penyelesaian perkara pidana Anak, pengadilan Anak
mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fislk maupun
psikologis. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
disebutkan bahwa sistem peradilan Anak waib mengutamakan pendekatan

K eadilan Restoratif *.

Selanjutnya apa itu Keadilan Restoratif? Keadilan Restoratif dijelaskan
dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban
dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan
pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanyadivers. Divers
adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari Diversi itu sendiri diatur oleh

pasal 6 Undang-undang Sistem Peradialn Pidana Anak yang bertujuan untuk:

1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2) Menyelesaikan perkaraanak di luar proses peradilan;
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,;
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

4 Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, P.T. Alumni, Bandung,
2014, him 1



Divers dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis
musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis
musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyel esaian perkaratindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula (restitutio in integrum), dan bukan
pembalasan.® Divers tidak diterapkan kepada semuatindak pidana yang dilakukan
oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:
Divers dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan® :

a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun);

b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya
disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara
pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali,
pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-
pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan
keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua
Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2

Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa divers diberlakukan terhadap anak

> Ibid., him.41.
€ Ibid., him.116-118



yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur

12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses
diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan,
dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jikatidak dalam salah satu tingkat
pemeriksaan tidak dilaksanakannya diverst maka dalam pasal 95 Undang-undang
Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi
peabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut
Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewgjiban dalam
melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasa 96 Undang-undang Sistem
Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Sistem Perradilan Pidana Anak proses

diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;

2. Kesgahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;

4. Menghindari pembalasan;

5. Keharmonisan masyarakat; dan

6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.



Makadari itu penulis mengangkat judul skripsi tentang: ’PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM MENURUT HUKUM

PIDANA”
B. Rumusan M asalah

1. Mengapa suatu penuntutan tindak pidana dapat dihentikan?

2. Bagaimana penghentian suatu penuntutan pada suatu tindak pidana ?
C. Tujuan Pendlitian
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dapat terjadinya
penghentian penuntutan.
2. Untuk menjelaskan dan memahami penghentian penuntutan pada suatu

tindak pidana.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan
informasi bagi pengembang hukum pidana dan kemasyarakat khususnya
mengenai penghentian penuntutan demi hukum.

2. Secara praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memeberi jawaban
terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dapat bermanfaat bagi badan

peradilan umum bidang pidana.



E. Metode Pendlitian

Dalam penyusunan karya tulis ini tentunya memerlukan teori-teori yang
mendukung atau mempunyai relevansi dengan pembahasan permasalahannya.
Untuk mendapatkan data-data tersebut haruslah melakukan penelitian, dan dalam
mengadakan suatu penelitian, maka metode atau teknik mempunyai peranan yang
penting. Karenatanpamenggunakan metode dan teknik suatu penelitian, makaakan
sulit untuk mengharapkan hasil yang baik yang memenuhi persyaratan ilmiah.
Untuk hasil pembahasan yang obyektif dan sekaligus mencari kebenaran hipotesa,
penulis berusaha mengupulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan karya

tulisini dengan melalui:

1. Pendlitian Kepustakaan (Library Research) yang merupakan landasan
teoritis yaitu dengan mempelgari berbagai buku-buku/literatur-literatur
yang ada relevansinya dengan materi penulisan karyatulisini dimaksudkan
untuk memperoleh dan memadukan berbagai pendapat paraahli hukum atau
doktrin yang dijadikan landasan untuk mengkaji setiap permasal ahan yang
ada

2. Studi Perbandingan (Comparative Research) yaitu dengan cara
membanding-bandingkan teori dengan fakta yang ada untuk memperoleh

konklusi-konklusi yang disgjikan dalam penulisan karyatulisini.
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F. Sistimatika Penulisan

Sistimatika dalam penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan

dalam 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan

penutup dimana sistematika penulisan ini di jabarkan sebagai berikut:

BAB |

BAB II

BAB I

BAB IV

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang,
permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta

sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya

dengan judul yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

Berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian
untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat

dalam penelitian.

PENUTUP

Beriskan bagian penutup tentang kesimpulan dan saran yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, kesimpulan
dijadikan sebagal jawaban singkat atas rumusan masalah yang
ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebaga ide untuk

memberikan partisips terhadap judul yang diangkat.
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